Menimbang :

Mengingat :

a.

1.

BUPATI KEPULAUAN TALAUD
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD
NOMOR IS TAHUN 2022

TENTANG
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf b
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Nasional Nomor 11 Tahun
2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat bahwa Pemerintah
Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat di Wilayahnya dengan Peraturan
Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi
Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 2], Tamhahan Lemharan Negara
Republik Indonesia Nomer 2183);



Menetapkan :

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup
Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1505;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT
HIDUP SEHAT.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

g

2,
3.

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut
Germas adalah suatu tindakan yang sistematis dan
terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh
seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan,
dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan
kualitas hidup.

Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Talaud.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah

sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.



Bupati adalah Bupati Kepulauan Talaud.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah;

Pasal 2

Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat
Daerah dan pemangku kepentingan terkait, dalam
melaksanakan Germas untuk mempercepat, mensinergikan,
kegiatan dan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup
sehat guna meningkatkan produktifitas penduduk dan
menurunkan bebas pembiayaan pelayanan kesehatan akibat

penyakit.

Pasal 3

(1) Pengaturan terkait Germas dalam Peraturan Bupati ini
bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran,
kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku
sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup sehat.

(2) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pengaturan terkait Germas juga bertujuan:

a. meningkatnya partisipasi dan peran serta masyarakat

untuk hidup sehat;
b. meningkatnya produktifitas masyarakat; dan

c. mengurangi beban pembiayaan kesehatan.

BAB II
PENYELENGGARAAN GERMAS

Pasal 4

Penyelenggaraan Germas meliputi:
a. peningkatan aktivitas fisik;

b. peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat;



0 a0

penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
peningkatan kualitas lingkungan; dan

peningkatan edukasi hidup sehat.

Pasal 5

(1) Germas dilaksanakan dalam bentuk upaya promotif dan

preventif.

(2) Upaya promotif dan preventif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mencakup:

a. melakukan aktifitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit
setiap hari;

b. konsumsi buah dan sayur setiap hari;

c. tidak merokok;

d. tidak mengkonsumsi alkohol;

e. cek kesehatan secara rutin;

f. menggunakan jamban sehat;

g. pemanfaatan pekarangan dan peningkatan konsumsi
makanan beragam, bergizi seimbang dan aman;

dan/atau

h. pemberian asi ekslusif pada bayi.

Pasal 6

(1) Penyelenggaraan Germas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 melibatkan seluruh komponen di Daerah.

(2) Komponen Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mencakup:

a. akademisi;

b. swasta dan dunia usaha;

c. organisasi kemasyarakatan; dan

d. individu, keluarga dan masyarakat.



(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

3)

(1)

(2)

Pelaksanaan Germas oleh seluruh komponen Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara

bersinergi.

Pasal 7

Pelaksanaan Germas oleh Perangkat Daerah
diselenggarakan dengan memperhatikan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah tersebut.

Pelaksanaan Germas oleh Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang kesehatan.

Pasal 8

Dalam  rangka  penyelenggaraan Germas, Bupati
membentuk sebuah forum komunikasi Germas.
Forum komunikasi Germas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan lembaga nonstruktural.

Ketentuan mengenai pembentukan, dan tugas forum
komunikasi Germas sebagimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 9

Perangkat Daerah dan komponen Daerah sebagai
pelaku/pelaksana  Germas menyampaikan laporan
pelaksanaan kegiatan kepada forum komunikasi Germas
setiap 6 (enam) bulan.

Ketua forum komunikasi Germas menyampaikan laporan
pelaksanaan kegiatan kepada Bupati setiap 1 (satu) bulan
sekali.



BAB III
KERJASAMA DAN PENDANAAN

Pasal 10
(1) Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Germas,
Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan

pihak lainnya.

(2) Pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. pemerintah provinsi;

b. pemerintah kabupaten/kota;
c. akademisi;

d. swasta; dan/atau

e. organisasi kemasyarakatan.
(3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 11

Pendanaan terkait penyelenggaraan Germas berdasarkan
Peraturan Bupati ini bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak

mengikat.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.

Ditetapkan di Melonguane

PARAF KOORDINASI Pada tanggal |7 Juni 2022

Sekretaris Daerah

- BUPATI KEPULAUAN TALAUD,
Asisten Perekbang
Kepala Bapelitbang
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Sekretaris Bapelitbang ELLY ENGELBERT LASUT

L
Kabag Hukum /’Z
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Kepala Bidang P2M

Diundangkan di Melonguane

pada tanggal 29 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

YO {S BAPTISTA KRISTO KAMAGI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2022 NOMOR [$§”



